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Secara substansi, hukum dalam keadaan darurat menjelaskan
kewenangan eksekutif ketika terdapat ancaman tak terbantahkan
terhadap keberlangsungan stabilitas politik dan sosial dari negara
demokrasi.

-Mark Tushnet, 2007

Norma Hukum dalam Keadaan Darurat

Eksekutif dalam menggunakan kewenangan hukum yang sifatnya
darurat tidak diperbolehkan untuk membuat perubahan yang
sifatnya permanen dalam sistem hukum atau tata negaranya.

- John Ferejohn & Pasquale Pasquino, 2004

Elemen Kunci Norma Hukum Dalam Keadaan Darurat

Konsentrasi Kebijakan di Eksekutif

Dipergunakan untuk Mengatasi Ancaman
Stabilitas Negara

Definisi Pakar Hukum Komparatif di Bidang Tata Negara

Untuk Periode Waktu Tertentu dan Tidak
Permanen
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Pendekatan Negara-Negara di Dunia Terkait Keadaan Darurat Covid-19

Covid-19 telah menciptakan ancaman yang nyata bagi keberlangsungan banyak negara di dunia, oleh karenanya, norma
hukum dalam keadaan darurat sudah menjadi pilihan yang lumrah di banyak negara di dunia.

Pengumuman
Covid-19 sebagai
pandemi global 
oleh WHO

KANADA
Pengesahan Covid-19 
Emergency Response Act S.C. 
2020, c.5. yang merupakan
Omnibus Law dalam
penanganan Covid-19.
Merevisi berbagai ketentuan di 
regulasi lain dan memberikan
keluwesan kewenangan bagi
Menteri Keuangan dan 
Menteri Ketenagakerjaan
untuk mengambil kebijakan di 
bidang fiskal, dan perpajakan.

Honduras
Pengesahan PCM-021-2020 
yang membatasi hak
konsitusional warga di 
beberapa wilayah di Honduras 
selama 7 hari.

Termasuk yang dibatasi
adalah kegiatan berkumpul, 
kegiatan perayaan keagamaan
massal, serta penutupan
wilayah perbatasan darat, laut, 
dan udara.

Britania Raya
Pengesahan Coronavirus Act 
2020 yang merupakan Omnibus 
Law dalam penanganan Covid-
19 di Britania Raya dengan
Sunset Clause selama 2 Tahun.

Memberikan berbagai
kewenangan mulai dari
kewenangan menahan orang 
yang diduga terinfeksi untuk
ditempatkan di fasilitas isolasi, 
menunda pemilihan umum, 
hingga larangan berkumpul.

25 Maret 202015 Maret 202011 Maret 2020 31 Maret & 4 Mei 2020

Indonesia
Ditetapkannya Perppu 1 
Tahun 2020* pada 31 Maret
2020 dan Perppu 2 Tahun
2020 pada 4 Mei 2020.

*Telah disetujui menjadi UU 
oleh DPR.
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Pendekatan Indonesia Melalui Perppu 1/2020

Perppu 1/2020 sebagai
norma hukum dalam

keadaan darurat

Konsentrasi Kebijakan di Eksekutif

Dipergunakan untuk Mengatasi Ancaman Stabilitas Negara

Untuk Periode Waktu Tertentu dan Tidak Permanen

Hanya berlaku dalam konteks penanganan Pandemi Covid-19 atau pun

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Mengantisipasi ancaman resesi ekonomi yang dapat memiliki
implikasi multidimensi terhadap stabilitas negara dengan memberikan

ruang gerak fiskal yang lebih luas, kebijakan relaksasi perpajakan, serta

penguatan institusional beberapa lembaga terkait.

Memberi fleksibiltas terhadap Pemerintah untuk mengambil
keputusan dengan percepatan prosedur formil terkait skema APBN,

diberikannya legitimasi terhadap pengambil kebijakan selama beritikad

baik, serta mengadopsi prinsip Omnibus dengan menangguhkan

pemberlakuan 12 UU terdampak secara sementara.
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“Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang
memaksa, maka saya baru saja menandatangani Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan.”

Arahan Presiden Joko Widodo

"Perppu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas
perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan
langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan
masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan
stabilitas sistem keuangan."

Pidato Presiden 31 Maret 2020
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